
GUBERNUR J WA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR I24TALIUN 2022

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

1.

bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata
keg'a Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat telah
ditetapkan dengan Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor
54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian
Tugas Unit, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

bahwa untuk mengharmonisasikan dengan Peraturan
Gubemur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tertlang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan,
perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan
Gubemur sebagai64la dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tlrgas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas
Unit, dan Tata Ke{a Satuan Polisi Pamong Praja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 1l Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal a Juli 1950)jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun l95O tentang Pemerintahan Djakarta
Raya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 31, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47 441 dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2O0O tentang Pembentukan Propinsi Banten
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
182, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRA"IA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT
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2. Undaig-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahal Irmbaraa
Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana
telal diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor I Tahw2o22 tentang Hubungan Keuangan
arltara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan kmbaran Negara Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Taiun 2O08 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor I14, Ta-mbahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahul 2O19 Nomor 187,
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6ao2l;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tamba-han Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Talwn 2O22 tentang
Dekosentrasi dan T\rgas Pembantuan (Iembaran Negara
Republik Indonesia Ta}:un 2022 Nomor 122, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukaa dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Barat (lrembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 6 Seri E, Tambahan kmbaran Daerah Nomor 196),
sebagaimana tetrah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Elarat Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (kmbaran Daerah
Tahun 2019 Nomor 10, Tambahal Lembaran Daerah
Nomor 239);

9. Peraturan Daerah Pmvinsi Jawa Ba-rat Nomor 9 Tahun
2Ol7 tefia'rg Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi Jawa Barat (kmbaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2O17 Nomor 9, Tambahan kmbaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

A.
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Menetapkan

10. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 22 Tahut 2022
tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
'lahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI,
RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KER.IA SATUAN POLISI
PAMONG PRA.IA SATUAN POLISI PAMONG PRA.IA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAI} I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalem Peraturar Gubernur ini, yang dimaksud dengal:
l. Daerah Provinsi adalai Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintalan daerah yang 66mimpin
pelaksalaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangaa daerah otonom.

3, Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selBnjutnya disebut Satpol
PP adalah Satual Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah
Provinsi.

5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Pemerintah Daerah Provinsi.

6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong
Praja Pemerintah Daera} Provinsi.

7. Bidalg adalah Bidang di lingkungar Satuan Polisi Pamong
Praja Pemerintah Daerah Provinsi.

8. Subbagian ada-lah Subbagian di lingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja Pemerintah Daerah Pmvinsi.

9. Jabatar Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dal tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

1O. Rencana Strategis yang selanjutrrya disingkat Renstra ada-lah
dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan,
sasaran, dan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang tediri dari kebijalan, program, dan kegiatan.

11. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah
dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang
memuat kebija-kan, program, dan kegiatan pembangunan
baik yang rlilaksenakan langsung oleh Pemerintah Daerah
Provinsi rraupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi me syarakat.

,L,
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12. Rencana Kineq'a Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT
adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkal dalam rencana
strategis yang akan dileksane]<an melalui berbagai kegiatan
tahunan.

13. Indikator Kine{a Utama yalg selartjutnya disingkat IKU
adalah tolak ukur yang menggambarkaa pencapaian kine4'a.

14. Rencana Keg'a Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA
adalah dokumen lrrenc€rnaan da-n penganggaral yang berisi
prcgram dan kegiatan Satpol PP yang merupakan penjabaran
dari Rencana Kerja Pemerintal Daerah dan Renja Satpol PP
delam 1 (satu) tahun anggarzrn serta anggaran yang
diperlukan untuk melalsanakannya.

15. Dokumen Pel,aksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang
disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari
Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah.

16. Daftar Isial Pelalsanaarr Anggaran yarlg selaljutnya
disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran
yang disediakan kepa.da pengguna anggaran yang b€rsumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

f7. Pe{anjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah
suatu dokumen pemyataan kinerja/kesepakatan
kineqia/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkal target kine{a tertentu berdasarkan pada
sumber daya yang dimiliki oleh instalsi.

18. I-aporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungiawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan atau sasaran stmtegis instansi.

19. la.poran Keterangan Pertangungiawabal yang selanjutnya
disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah selarna 1 (satu) tahun
anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh
kepala daerah kepada Dewa-n Perwakilan Rakyat Daerah.

2O. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas
penyelenggaraa-n pemerintahan Daerah Provinsi selama I
(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur
kepada Pemerintal Pusat.

21. Laporan Harta Kekayaal Penyelenggara Negara yarrg
selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk
dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen
elektronik tentang uraial dan rincia-n informasi mengenai
harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan
data trainnya atas barta kekayaal penyelenggara negara.

22. Lapran Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya
disingkat LHKAN adalah laporan yang harus disampaikan
setiap aparatur Negara, baik berupa. LHKPN maupun surat
pemberitahuan tahunan.

/
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BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA

KEzuA

Bagian IGsatu

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 2

(1) Satpol PP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban
umum, dal pelindungan mesyarakat, meliputi
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyara,kat, penegakan peraturan daerah dan peraturan
gubernur, pembinaan aparatur dan PPNS, serta pelindungan
masyarakat, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi,
mel,alsanakan tugas dekonsentrasi dan melalsanakan tugas
pembantuan sesuai bidang tugasnya.

(2) Dalqan menyelenggara,kan tugas pokok sebagaimana
6imeksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dal pelindungan
masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

b. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang ketenteraman,
ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang
menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

c. penyelenggaraan administrasi;

d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan

penyelenggaraal fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Safiran Polisi Pamong Praja

Pasal 3

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok
msinianpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan,
dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketenteraman, ketertibal umum, dan pelindungaa
masyara,kat meliputi bidang penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman Erasyara,kat, penegakan peraturan
daerah dan peraturan gubernur, pembinaan aparatur dan
PPNS, serta pelindungan masyarakat, yang menjadi
kewenanga.n Daerah Provinsi, mel,aksanakan tuga.s
dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan
sesuai dengal bidang tugasnya.

(2) Dqlam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Satpol PP mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraal perumusan kebijakan teknis bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat yang menjadi kewenalgan Daerah Provinsi;

e
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b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan
pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan rnFsyara-kat yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
datu fungsinya.

(3) Rincian Tugas Kepa.la Satpol PP:

". mgmimpin dan mengendelikan pelakss.naan fugas pokok
dan fungsi Satpol PB

b. menyelenggarakan penrmusan dan penetapan program
kerja Satpol PP;

c. menyelenggarakan perumusan kebiiafran teknis bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat

d. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dal pelindungan
rnasyarakat meliputi penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketenteraman rnq sDrara-kat, penegAken peraturan
daerah dan peraturan gubernur, pembinaan aparatur
dan PPNS, serta pelindungan masyarakaq

e. menyelenggarakal koordinasi peleksanaan urusan
pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum,
dan pelindungan masyarakaq

f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalial,
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
rnasyarakaU

g. menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan bidang
ketentraman, ketertjban umum, darl pelindungal
masyarakat;

h. menyelenggarakan monitoring bidang ketenteraman,
ketertiban umum, dan pelindungan rnasyarakat;

i. menyelenggarakan ke{a sama dengan instansi
pemerintah, sreasta dan lembaga terkait lainnya, dqlam
daII luar negeri bidang ketenteraman, ketertiban umum,
dan pelindungal masyarakat;

j. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan
pengadministrasian Satpol PP;

k. menyelenggarakal pembinaan Jabatan Fungsional
Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungal masya-rakat;

l. menyelenggara-kal t€Laalran staf sebagai baha"n
pertimbangan pengambilan kebijakan;

m. menyelenggarakan perumusian Renstra, RENJA, IKU,
RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen
risiko, penilaian reformasi birokrasi, LHKPN, serta
LHKAN lingkup Satpol PP;

A
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n. menyelengga-rakan perumusan dan pelrksanaarl Sistem
Pengendalian Internal Pemerintahan;

o. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan infcrmasi publik;

p. menyelenggarakan tindak lanjut traporan hasil
pemeriksaan lingkup Satpol PP;

q. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikBn
rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan
dan realisasi bantuan keuangan, hibah bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dal pelindungan
rnesyarakaq

r. menyelenggerekan perumusan dan penyampaian saran
pertimbangan mengenai bidalg ketenteraman,
ketertiban umum, dan pelindungan Easyarakat sebagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan

t. menyelenggarakan tugas l,ain sesuai dengan tuga.s pokok
dal fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4
(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

administrasi Satpol PP, meliputi perrencanaan dan pelaporan,
keuangan dan aset, kepegawaian, Lr-n .m, kehumasal dal
ketatausahaan serta membantu Kepala Satpol PP
mengoordinasikan Bidang.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan dan penekajian
bahan kebijalan teknis bidang perencanaan dan pelaporaa,
keuangan dan aset, kepega.waian, r:-mum, kehumasan dan
ketatausahaan yang dilaksanakan oleh Bidang, serta
membantu Kepala Satpol PP dnlqm mengoordinasikan
Bidang;

b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan,
pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian,
umum, kehumasan dan ketatausahaan;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.
(3) Rincian tugas Sekrctariat:

a. melakukal penekajian bahan program kerja Sekretariat dan
Satpol PP;

b. melakukar koordinasi, pengkajian dan penghimpunan
bahal kebijalan teknis bidang Irrcncanaan dan pelaporan,
keuangan dan as€t, kepeggwaian, umum, kehumasan dan
ketatausahaan yang dilaksanakan oleh Bidang;

c. menyusun perencanaan dal pelaporan;
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d. melaksanakan peLayanan administrasi keuangan dan aset,
meliputi penganggaran, penatausalaan, pengelolaan sistem
akuntansi dal pelaporan keuangan serta pelaporan
pengelolaan aset lingkup Satpol PP;

e. melaksanakan pelaya-nan admiaistrasi umum, meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang/aset, kehumasal, pengelolaan dan pel,ayanan sistem
informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan lingkup Satpol PP;

f. menyelenggara-kan pelayanan administrasi kepegawaian
meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir
darl kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai
serta pensiun pegawai lingkup Salpol PP;

g. menyelengga-rakan pengajuan rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah, permohonan penetapan
penggunaan, usulan pemanfaatam, pemindahtaagalan,
pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah lingkup
Satpol PP;

h. menyelenggarakan penggunaan, pengadaan, pengamanan,
pemeliharaan, pencatatan, inventarisasi, pelaporan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalial barang milik
daerah lingkup Satpol PP;

i. melakukan pengumpulan dal pengkajian bahan penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan Satpol PP;

j. menyelenggara-kaa koordinasi dal penyusunan bahan
r€rncangan serta pendokumentasian p€raturan flerundang-
undangan tingkup Satpol PP;

k. mengkaji dan menyusun bahan Renstra, Renja, RKT, RKA,
IKU, DPA, DIPA, PIE LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen risiko,
penilaian reformasi birokrasi darr LHKAN lingkup Satpol PP;

l. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan
dokumen angga-ran;

m. menyelenggara-kan fasilitasi pelayanal informasi publik;

n. menyelenggara-kan pemmusan bahal sistem pengendalian
internal pemerintahan;

o. melaksanakal koordinasi dan penyusunan bahan tindak
lanjut laporan hasfl pemeriksaan lingkup Satpol PP;

p. melaksana-kan teliaahan staf sebagai bahan pertimbangan
penqambil,an kebiiakan;

q. merumuskan dan menyampaikan bahan saran
pertimbaagan mengenai bidang kepegawaian dan tata usaha
sebagai bahan penetapar kebljakan Pemerintah Daerah
Provinsi;

r. menyelenggarakal dal mengendalikan pelaksalaal tugas
pokok dal fungsi Sekretariat;

s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Sekretariat dan Satpol PP; darr

t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

(4) Sekretariat membawahkan Subbagian Tata Usaha.

/
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Bagian Keempat

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usa}ra mempunyai tugas pokok
melaksanalan pelayanan administasi ketatausahaan,
meliputi keuangal dan aset, kerumahtanggaan, umum,
perpustakaan dan kearsipa.n lingkup Satpol PP.

(2) Dalern metraksanakan tugas pokok sebaga.imana di"neksud
pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelak5znasn koordinasi, penghimpunan, dan
penyusunan bahan kebiiakan tekrris bidang
ketatausahaan lingkup Satpol PP;

b. pengelolaal tata usaha;

c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan Subbagial Tata
Usaha; dan

d. pelnk5znsal fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

(3) Rincial tugas Subbagian Tata Usaha:

a. mel,aksanakan pen5rusunan program kerja Subbagian
Tata Usaha;

b. melaksaaakan koordinasi dan
ketatausahaan lingkup Satpol PP;

menghimpun bahan

c. mela-ksanakan pelayanan administrasi keuangan,
meliputi pengangga-ran, penatausahaan, serta
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporal keuangan
Satpol PP;

d. melal<sanalal pelayanan administrasi
dan umum, meliputi ketatausahaan,

pengelolaan barang/aset, keprotokolan serta pengelolaan
perpustakaan dan kearsipal Satpol PP;

e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan ranczrngan
dan pendokumentasian peraturan perundang-undangafl
lingkup Satpol PP;

f. melaksanakan pengadaan barang milik daerah,
pemberian persetujuan atas Surat Permintaan Elarang
dan menerbitkan surat perintah penyaluran barang
untuk mendistribusikan baralg rnilik daerah;

g. melaksanakan penyiapkan usulan rencana kebutuhan
dan penganggaran, usulan pemanfaatan,
pemindahtanganan, pemusnahan, dal penghapusan
balarlg rnilik daerah lingkup satpol PP;

h. mel,a-ksanakan penelitial usul,an permohooan penetapan
penggunaan, trrncatatan, inventarisasi dan pelaporan,
kartu inventaris mangan, serta perubahan kondisi fisik
barang milik daerah lingkup Satpol PP;

i. melaksana-kan koordinasi penyusunan batan pelaporan
anggaran bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan
linglup Salpol PP;

j. mel,aksanakan pengelolaan sistem akuntansi;

/-
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k. melaksanakan pelayanan perbendalnraan serta
penyusunan neraca aset;

l. mel,aksana_kall verifkasi dan pertanggungiawaban
keuangan dan aseq

m. meLaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi
keuangan dan neraca asset serta pengelolaal barang
daerah Satpol PP;

n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

o. menJ rsun bahan tindak lanjut l,aporan hasil
pemeriksaan lingkup Subbagian Tata Usaha;

p. men5rusun bahan saran, pertimbangan mengenai bidang
tata usaha sebagai bahan penetapan kebljakan;

q. mengendalikan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata
Usaln;

r. melakukaa monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Subbagian Tata Usaha; dan

s. melaksanakqn tugas lain sesuai dengan tuga.s pokok daIr
fungsinya.

Bagian Kelirnq

Bidang Ketenteraman dan Ketertibal Umum

Pasal 6

(1) Bidang Ketfnteraman dan Ketertiban Umum mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang ketertiban umum, ketfnteraman masyarakat, dan
pelindungal m4syarakat, meliputi deteksi dini, operasi,
serta penqamanan dan ketertiban.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok setragaimana
dimaksud pada ayat (l), Bidang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

b. penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang
Ketenteraman dal Ketertiban Umum; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tuga.s pokok
dan fungsinya.

(3) Rincian tuga.s Bidang Ketent€raman dan Ketertiban Umum:

a. menyelenggaralan pengkajian program ke{a bidalg
ketent€raman dan ketertiban umum;

b. menyelenggarakan pengkajian ba}lan kebijakan teknis
bidang ketenteraman dal ketertibal umum;

c. menyelenggara-kan pengkajian bahan penyusunan
pedoman dan supervisi ketenteraman dan ketertiban
umum serta pengamanan;

/-
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d. menyelenggarakan pengkajian bahan hsilitasi
ketenteraman dan ketertiban umum serta pengarnqnan'

e. menyelenggaral€n pengkajian bahan koordinasi
penyelenggaraan ket€nteraman dan ketertiban umum
serta pengamanan;

f. menyelenggarakan fasilitasi dan pemeliharaan
ketenteraman dan ketertiban umum serta pengamanan;

g. menyelenggarakan ketenteraman den ketertiban umum
Daerah Provinsi;

h. menyelenggarakal koordinasi lintas instansi terkait
serta Daerah Kabupatrn/ Kota;

i. menyelenggara-kal koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dengan Instansi terkait deteksi dini dnlqm perencanaan,
pelaksalaan dan evaluasi program ketentraman dan
ketertiban umum;

j. menyelenggaralan koordinasi dengan Daerah
Kabupatrn/ Kota, prcvinsi l,ain, dan Instansi terkait
dalarn deteksi dini ketentraman dan ketertiban umum;

k. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan
rekomendasi perizinan, pel,ayanan umum, dal operasi di
bidang ketentraman dan ketertiban umum;

l. menyelenggarakan pengumpulal dan pengolahan data
deteksi dini/ intetijen ;

m. menyelenggarakan veriEkasi dan fasilitasi bahan
pengajuan rekomendasi perizinan penggunaan nomor
rahasia/ khusus kendaraan dinas;

n. menyelenggarakan persiapan dan pengendalian operasi;

o. menyelenggarakan sorsialisasi operasi ketenteraman dan
ketertiban umum;

p. menyelenggarakan kegiatan operasi ketenteraman dan
ketertiban umum;

q. menyelenggara-kan kegratan operasi khusus
pengarnanan tugu perbatasan provinsi;

1. 6gleks611nkaq pengamanan dan pengawalan Gubernur,
wakil Gubemur, tamu daerah dan t€mu negara;

s. melaksanakan patro[ Ketentfrauran dan ketertiban
umum di wilayal Daerah Provinsi;

t. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan
penganannq dan ketertiban dengan Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;

u. menyelenggarakan pengkajian bahan verilikasi,
rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan
dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bidang
ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan
masyarakat;

v. menyelenggarakan telaahan staf s€bagai bahan
pertimbangan peneambilan kebUakan;

/
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Bagian Keenam

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Pasal 7

(1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dal Peraturan
Gubernur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidalg ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan rnesyarakat, aspek penegakal
Peraturan Daerah darr Peraturan Gubernur, meliputi
penyelidikan dan penyidikan, pembinaal dar penyrrluhan,
serta penga.wasan dan penindakan.

(2) Dalarn menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
rlimaksud pada ayat (l), Bidang Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubemur mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan keblja-kal teknis
Bidang Penegakal Peraturan Daerah dan Peraturan
GubernuE

b. penyelenggaraan penegekaa Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang
Penega-kar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
da-n

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Penegakqn Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubemur:
a. menyelenggarakan pengkajian program ke{a Bidalg

Penegakerr Peraturan Daerah dan Peratura, Gubernur;

b. menyelenggarakan pengkajian baha:r keblja-kal teknis di
Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur;

c. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
penyusunan pedoman supervisi dan koordinasi serta
pembinaan dan penyuluhan teknis, bidang Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

w. menyelenggarakan tindak lrnjut l,aporan hasil
pemeriksaan lingkup Bidang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum;

x. menyelenggara-kan pengkajian bahan saran
pertimbangan mengenai bidang pemberdayaan usaha
ekonomi masyarakat sebagai bahal lrrumusan
kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

y. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Bidang;

z. meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang
Ketrnteraman dan Ketertiban Umum; dan

aa. menyelenggarakan tugas Lain sesuai tugas pokok dan
fungsinya.
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d. menyelenggarakan pelal<sanaan dal fasilitasi penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemuc

e. menyelenggara-kan pengkajian bahan penyelidikan dan
penyidikal pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur, meliputi penyelidikan dan penyidikan,
pembinaan dan penyuluhan, serta pengawasan dan
penindakan;

f. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan,
penyuluhan, penyelidikan, penyidikan, pengawasan dan
penindakan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubemur;

g. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Daerah Provinsi
dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubemuq

h. menyelenggarakan koordinasi dengan Perangkat Daerah
Provinsi lainnya dan Kabupa.ten/Kota, serta aparat
penegek hukum dqlarn ralgka penega-kan peraturan
perundang-undangan;

i. menyelenggara-kan penlrusunan bahan petunjuk
pel.aksanaan dan operasional teknis penyelidikan,
penyidikan pengawasan, dan penindakan dalam rangka
penegakan Peraturan Daeral dan Peratumn Gubemur;

j. menyelenggarakan pengelolaan data hasil penyelidikan,
penyidikan, pengawasan, dan penindakan dalem p1g[a
penega-kan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

k. melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pengawasan,
dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernu4

1. meleksanakan kegiatan koordinasi operasional PPNS
pada sekretariat PPNS;

m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan lingkup Bidang Penegakal Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur;

o. menyelenggarakan pengkajian bahan saran
pertimbalgan mengenai Bidang Penegnkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan
perumusan kebiiakan pemerintah daerah;

p. menyelenggarakan eva-luasi dan pelaporan Bidang
Penega-kan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

q. menyelenggarakan pengendalian p6lpk5,sn6an tug6s
pokok dan fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur;

r. menyelenggaralan evaluasi dan pelapora:r Bidang; dan

s. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan
fungsinya.

/-
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Bagian Ketujuh

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur
Pasal 8

(l) Bidang Pembinaa-n Masyarakat dan Aparatur mempunyai
tugas pokok menyelenggara-kan urusan pemerintahan
bidang ketertiban umum, ketenteraman ma syarakat dan
pelindungan mesyaralat, aspek pembinaan masyarakat dan
aperatur, meliputi pembinaan r.asyarakat, meleksana.kan
kerja sama, peningkatan kompetensi Polisi Pamong Praja dan
peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(2) Dolam menyelenggara-kan tugas pokok sebagaimpna
dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Masyarakat dan
Aparatur mempunyai fungst
a. penyelenggaraan pengkajian bahaa kebijakan teknis

bidang pembinaa-n masyarakat dan aparatur.

b. penyelenggaraal pembinaan masyarakat dal pembinaan
aparatur;

c. penyelenggaraal evaluasi dan pelaporan Bidang; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang
Pembinaan Masyarakat dan Aparatuf

b. menyelenggarakan pen5rusu&rn bahan kebijakan telmis
Bidang pembinaan masyarakat dan aparatur;

c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi,
fasilitasi, pembinaan dan pengendalian t€knis Bidang
Pembinaan Masyarakat dan Aparatur;

d. menyelenggarakan koordinasi Bidarg Pembinaan
Masyarakat dan Aparatu4

e. menyelenggaraka-n pembinaan dal pengendalian teknis
Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatu:

f. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dal peningkatan
kapasitas PPNS peningkatan kompetensi serta
pembinaan masyaralat dan aparatu;

g. menyelenggara-kal fasilitasi dan koordinasi
penyelenggaraal pendidikan dan pelatihan
pembentul€n PPNS;

h. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi
pemeliharaan dan peningkatan disiplin PPNS;

i. menyelenggarakan fasilitasi dal koordinasi peny'usunan
bahan pedomal prosedur dal teknis operasional dan
PPNS;

j. melalsanakan koordinasi integrasi dan sinkronisasi
dengan instansi terkait dalarn pembinaaa mnsyarakat
dan keda saraa, meliputi perencanaan, pel,aksanaan dan
evaluasi program;

/
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k. menyelenggarakan pemetaan kebutuhan operasional
pembinaan rnasyarakat dan kerja sama;

l. menyelenggara-kan faslitasi penyusunan dan pengolalan
data kompetensi Potsi Pamong Praja dan PPNS Provinsi
dan Kabupa.ten/Kota;

m. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan
bahan penjenjangan jabatan fungsional Polisi Pamong
Praja dan PPNS;

n. menyelenggara-kan pembinaan teknis Jabatan
Fungsional Bidang ketenteraman, ketertibal umum, dan
pelindungal rnasyarakat;

o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. menyelenggarakan tindak lanjut laporal hasil
pemeriksaan tingkup Bidang;

q. menyelenggara-kan pengkajian bahan saran
pertimbangan mengenai Bidang Pembinaan Masyarakat
dan Aparatur;

r. menyelenggarakan evaluasi dan pe}apora-n Bidalg;
s. menyelenggarakan pengendalian pelaksalaan tugas

pokok dan fungsi Bidalg darl

t. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan
fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Pelindungan Masyarakat

Pasal 9

(l) Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok
menyelenggarakal urusan pemerintalun bidang ketertiban
umum, ketenteraman masyara,kat, daIr pelindungaa
masyaxakat, aspek pelindungan masyarakat, meliputi
pembinaan potensi masyarakat, dan peningkatan kapa.sitas
satuan pelindungan masyarakat.

(21 Delatn menyelenggerakan tugas pokok sebaqaimana
dimaksud pada ayat {f}, Bidans Pelindunsan Masyarakat
mempunyai fungsi:

a. penyelenggpreen pengkajian baha:r kebijakan teknis
bida-ng pelindungan masyarakaq

b. penyetrenggaraan pelindungal Dasyamkat;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pel,aporan Bidang; dan

d. penyel,enggaraan fungsi l,ain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Pelindungan Masyarakat:

a. menyelenggarakan pengkajia:r pmgram kerja Bidang
Pelindungan Masyarakat

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
Bidang Pelindungan Masyarakat;

/
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c. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan medirsi,
komunikasi dan fasilitasi pelindungan masyaralat,
meliputi peningkatan sumber daya manusia satuan
pelindungan masyarakat;

d. menyelenggara-kan mediasi, komunikasi dan fasilitasi
pengerahal satuan pelindungan masyarakat dalam
membaatu keamanan, ketertiban umum dan
ketenteraman mesyarakat, penanggulangan bencana,
kegiatan sosial kernesyarakatan, upaya pertahanan
negara, partisipasi dalern penyelenggaraan psmilihan
umum;

e. menyelenggarakan pengkajian program dan bahan
kebiiakan, serta pelrksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan peningkatan sumber daya manusia satuan
pelindungan rnasyaralat, da-lam membantu kesiagaan
dal penalggulangan bencana serta ketenteraman dan
ketertiban masyarakat;

f. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi
pembentukar satuan pelindungan rnasyarakat

g. menyelenggarakan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi
pro gram pelindungan m asyarakat;

h. menyelenggara-kaa mediasi, komunikasi dan fasittasi
kebljakal pengerahan sumber daya, peningkatan
sumberdaya malusia da-n kesiapsiagaan satuan
pelindungan masyarakat dalam membantu
penanggulangan bencana, kegiatan sosial
kemasyarakatan serta ketertiban umum dal
ketenteraman rn a syarakat;

i. menyelenggarakan penyiapan bantuan p€ngeraharl
sumber daya satuan pelindungan mesyarakat dal"t" hal
mendukung penanggufangan, penantauan dan mitigasi,
rchabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat
bencaaa dan kegiatan ketertiban umum dan
ketenterama! rnq syarakat;

j. menyelengarakan pengelolaan data hasil perbantuan
penanganan bencana serta pemeliharaan keamanan,
ketertiban umum dan ketentframan masya-rakaq

k. menyelenggarakan penJ rsunan bahan petunjuk
pelaksanaan dan teknis operasional bidang pengelolaan
dan pengembangan potensi masyamkat;

l. menyelenggarakan pengelolaan data potensi masyarakau

m. mela-ksianpken koordinasi, fasilitasi, pengelolaan dan
pengembalgan potensi masyarakat

n. menyelenggara-kan hsilitasi dan peningkatan kapasitas
satuan pelindungan masyarakat;

o. menyelenggarakan pengumpulan, penyusunan balan
analisa dan evaluasi serta laporan pelaksalaan
pengembangan sumber daya manusia satuan
pelindungar masyarakat;

,4.
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p. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi
pelatihan peninekatan satuan pelindungan masyarakat
dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota yang membidangi satuan pelindungan
masyaralat;

q. menyelenggara-kan peny'usunan bahan verifikasi,
rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan
realisasi bantuan keuangan dan hibah bidang
pelindungan rn^ syarakat;

r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangaa pengambilan kebijakan;

s. menyelenggara-kan tinriak lanjut laporan hasil
pemeriksaan lingkup Bidang Pelindungan Masyarakat;

t. menyelenggarakan pengk4iian bahan saran pertimbangan
mengenai Bidang Pelindungan Masyarakat sebagai bahan
pemmusan kebiia-kan Pemerintah Daerah Provinsi;

u. menyelenggara-kan evaluasi dan pelaporan Bidalg
Perlindungan Masyara-kat;

v. menyelenggaralan pengendalian pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Bidang Pe1[ndrrngarr Masyara-kat; dan

w. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan
fungsinya.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
meLa-ksanakan sebagial tugas Satpol PP sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundalg-undangan.

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Jumlah tenaga Jabatan Fungsionat ditetapkan berdasarkan
beban ke{a.

(5) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional 6ilsteFkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembinaan administratif kelompok Jabatan Fungsional,
diselenggarakan oleh Sekretaris meliputi penilaian dalr
penetapa,n angka kedit, usulan keneikan pangkat, gaji
berkala, serta pendidikan dan pelatihan.

(7) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan
kepada Kepala Satpol PP, Kepala Bidang terkait, dan
Sekretaris Satpol PP melalui Kepala Subbagian.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal l0

I
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Bagian Kesepuluh

Tata Ke4'a

Pasal 1 1

(1) Dalprn meleksarekzn tugas pokok dan fungsinya, Kepala
Satpol PP, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, dan kelompok Jabatan Fungsiona-l, wajib
menerapkal prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi,
baik dala,m lingkungan masing-masing maupun anta-r
satuan organisasi di lingkungan Satpol PP, serta instansi lain
di luar Satpol PP, sesuai dengan tugas pokok.

(2) Pejabat strukural di lingkungan Satpol PP melal<ukan
sistem Irngendalian intern sesuai ketentuan.

(3) Kepala Satpol PP wqlib mengawasi bawahannya, dengaar
ketentuan dalsm hal terjadi penyimpangan, harus
mengambil tangkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Kepala Satpol PP bertanggungiawa6 msrnimpin dan
me ngkoordinasiken bawahal masing-masing dal
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelalsanaan
tugas bawahannya.

(5) Xepala Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggungiawab pada atasan serta menyampaikan
laporan berkala secara tepat q/aku.

(6) SetiaF laporan yang diterima oleh Kepala Salpol PP,
Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagial dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

(7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satpol PP dan unit
organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala
dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

(8) Dalarn melaksanakan tugas, Kepala Satpol PP dan unit
organisasi di bawahnya, menyelenggarakal koordinasi
dengal unit kerja terkait, sesuai dengal kebutuhan.

(9) Dalam hal Kepala Satpol PP berhalangan, diwakilkan kepa.da
Selrretaris Satpol PP.

(lO)DeIam hal Sekretaris berhalangan, maka diwakilkan kepada
Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BABM
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pasa saat Peraturan Gubernur ini muLai berlaku, Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2O16 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Jawa Elarat Tahun 2016
Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

/
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Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 r'fI'b'r T2?

R JAWA BARAT ,Z

l( RIDWAN KAMIL
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 lcmrb.t 2129

DAERAH PROVI-W
BARAT

WANGS

BERITADAERAHPROVINSIJAWABARATTAHUN ?'2? NOMOR T2'
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